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BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR  43  TAHUN  2017  

 

TENTANG 

 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN   BELANJA TIDAK 

TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH        

KABUPATEN SUKOHARJO 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun  2011 dan sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (4) 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo, bahwa tatacara pertanggungjawaban belanja tidak 
terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan perangkat 
daerah dan perubahan terkait pengelolaan penatausahaan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sukoharjo, perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja 
Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sukoharjo; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950  tentang  Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4967); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5246); 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5430); 

12. Undang-Undang  Nomor  23   Tahun  2014   tentang 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun  2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 172); 

23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);; 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN   BELANJA TIDAK TERDUGA 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
SUKOHARJO. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD 
adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah 
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang 
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
yang selanjutnya disingkat BKD.  

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini 
Kepala BKD. 

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi PD yang dipimpinnya. 

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan BKD yang selanjutnya 
disingkat PPK-BKD adalah pejabat yang melaksanakan tugas 
tata usaha keuangan pada BKD. 

10. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD yang selanjutnya 
disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada PD. 

11. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran BKD 
yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, 
belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan 
keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran 
pembiayaan. 

12. Surat Permintaan Pembayaran langsung yang selanjutnya 
disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
langsung. 
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13. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D 
atas beban pengeluaran DPA-PD atau DPPA-PD. 

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau 
faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak fsikologis. 

16. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian 
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 
beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, 
tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

17. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah 
dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya 
tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan 
gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan 
demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak 
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam 
dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, 
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 

18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk 
oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia 
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, 
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka 
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

BAB II 

KRITERIA BTT 

Pasal 2 

(1) BTT merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak 
biasa, kejadian luar biasa atau tidak diharapkan berulang 
seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang 
tidak diperkirakan sebelumnya, keadaan darurat, dan 
keperluan mendesak, termasuk pengembalian atas kelebihan 
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah 
ditutup. 

(2) kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan 
gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan 
demi terciptanya keamanan, ketertiban, ketentraman dan 
ketertiban masyarakat di daerah; 
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(3) keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; 

dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup : 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 
berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 
daerah dan masyarakat. 

(5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 
sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus didukung bukti-bukti yang sah. 

 

BAB III 

PENGANGGARAN 

Pasal 3 

(1). BTT dianggarkan pada PPKD dalam kelompok belanja tidak 
langsung padaAPBD tahun anggaran berkenaan. 

(2). Dalam hal BTT belum mencukupi dapat dilakukan dengan  
cara : 
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian 

target kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 
berjalan; dan/atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 
 

 

BAB IV 

MEKANISME PENGAJUAN BTT 

Pasal 4 

(1) Pengajuan tanggap darurat bencana harus didahului dengan 
laporan kejadian yang memuat antara lain  : waktu kejadian, 
jumlah korban, jenis kerusakan, jumlah  kerugian dan 
bantuan yang diperlukan didukung dengan dokumentasi 
kejadian bencana dari Pemerintah Desa/Kelurahan kepada 
Camat, selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati melalui 
BPBD. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati memerintahkan Kepala BPBD untuk melakukan kajian 
sekaligus memberikan pertimbangan mengenai penentuan 
besaran jumlah bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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(3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban 
bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, 
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, 
pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian 
sementara. 

(4) Berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), apabila berdasarkan hasil kajian 
teknis dan pertimbangan merupakan akibat bencana atau 
tanggap darurat bencana maka Bupati memerintahkan Kepala 
BKD untuk  menyiapkan Keputusan Bupati tentang 
penggunaan BTT. 

(5) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. 

(6) Pengajuan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) harus dengan persetujuan Bupati disertai kajian tentang 
kriteria keadaan darurat.   

(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk 
belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan 
dalam peraturan daerah tentang APBD. 

(8) PD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT 
kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keadaan 
darurat.  

(9) Berdasarkan permohonan PD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang 
Persetujuan Penggunaan BTT; 

(10) berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (9), SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari anggaran 
BTT kepada belanja langsung atau belanja tidak langsung 
sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan; 

(11) pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10), 
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan 
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBD; 

(12) berdasarkan persetujuan Seketaris Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11), pengeluaran kegiatan tersebut 
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PD untuk dijadikan 
dasar pengesahan DPA-PD oleh PPKD; 

(13) dalam hal penggunaan BTT dilakukan sebelum perubahan 
APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah 
tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan 
APBD, apabila penggunaan BTT  dilakukan setelah perubahan 
APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA); dan 

(14) pencairan anggaran belanja tidak terduga untuk keadaan 
darurat dan keperluan mendesak dilakukan oleh PD yang 
mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme 
pengelolaan keuangan. 
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BAB V 

TATA CARA PENCAIRAN BTT 

Pasal 5 

(1) Prosedur pencairan BTT tanggap darurat bencana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Keputusan 
Bupati tentang Penggunaan BTT, penanggung jawab teknis 
BTT mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati 
Cq. Kepala BKD yang diketahui oleh Kepala BPBD atau PD 
terkait, dengan dilampiri :   

a. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB); 

b. surat tanda bukti pembayaran; 

c. foto copy buku rekening bank pada PT. Bank Jateng 
Cabang Sukoharjo atas nama penanggung jawab teknis 
BTT; 

d. foto copy KTP penanggungjawab teknis BTT;  

e. surat pernyataan penanggung jawab teknis BTT yang 
menyatakan bahwa dana yang diterima dipergunakan 
untuk keperluan sesuai dengan rencana penggunaan, 
bermeterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah); dan  

f. foto copy Keputusan Bupati tentang penggunaan BTT. 

(2) Berkas permohonan pencairan dana dibuat rangkap 4 (empat). 

(3) Kepala BKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran BTT 
membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). 
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) meneliti kelengkapan 
SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Setelah dinyatakan lengkap, diajukan 
kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. 

(4) SPP-LS lembar ketiga dan SPM yang sudah ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran dikirim kepada Kuasa BUD (Bidang 
Perbendaharaan pada BKD untuk diterbitkan SP2D. 

(5) Kuasa BUD mengirim SP2D beserta daftar penguji kepada PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo. 

(6) SP2D dicairkan ke rekening penanggung jawab teknis BTT 
pada PT. Bank Jateng Cabang Sukoharjo. 

(7) Dalam hal penanganan tanggap darurat, maka paling lambat 2 
(dua) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang 
Penggunaan BTT, kegiatan dalam rangka penanganan tanggap 
darurat tersebut harus sudah selesai dilaksanakan. 

(8) Penanggung jawab teknis BTT bertanggung jawab penuh baik 
formal maupun material atas penggunaan dana yang 
diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(9) Format prosedur pencairan BTT keadaan tanggap darurat 
bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 6 

(1) Prosedur pencairan BTT untuk pengembalian atas kelebihan 
penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah 
ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, 
berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan BTT, 
Kepala BKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran BTT 
membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). 
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) meneliti kelengkapan 
SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Setelah dinyatakan lengkap, diajukan 
kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. 

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah 
dinyatakan lengkap, maka PPK membuat SPM  dan diajukan 
kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. 

(3) SPP-LS lembar ketiga dan SPM yang sudah ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran dikirim kepada Kuasa BUD (Bidang 
Perbendaharaan pada BKD untuk diterbitkan SP2D. 

(4) Kuasa BUD mengirim SP2D beserta daftar penguji kepada PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo. 

(5) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang 
Sukoharjo memindahbukukan dari RKUD ke rekening 
pemohon sesuai daftar yang tercantum dalam SP2D. 

BAB VI 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN 

Pasal 7 

(1) Kepala PD yang menggunakan BTT, bertanggung jawab secara 
fisik dan keuangan atas penggunaan BTT. 

(2) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk keadaan 
darurat dan keperluan mendesak dilakukan oleh PD selaku 
Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan 
pergeseran anggaran dari BTT sesuai dengan mekanisme 
pengelolaan keuangan. 

(3) Pertanggungjawaban  BTT tanggap darurat bencana 
disampaikan oleh PD yang melaksanakan fungsi 
penanggulangan bencana meliputi : 

a. laporan penggunaan BTT; 

b. surat pernyataan tanggungjawab dari penanggung jawab 
teknis BTT yang menyatakan bahwa dana yang diterima 
dipergunakan sesuai dengan rencana, bermeterai Rp.6.000 
(enam ribu rupiah). 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dan hurub b disampaikan kepada Bupati Cq. PPKD 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau 
sampai dengan kegiatan tersebut selesai. 
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(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c disimpan dan dipergunakan oleh PD yang 
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana selaku obyek 
pemeriksaan. 

(6) Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian penerimaan 
tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, 
berupa bukti transfer atau tembusan SP2D kepada pemohon. 

(7) Penggunaan BTT diberitahukan oleh Pemerintah Daerah 
kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
kegiatan dilaksanakan. 

(1) Format Pertanggungjawaban penggunaan BTT sebagaimana 
tercantum  dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 

PENGAWASAN 

Pasal 8 

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana tidak 
terduga Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor  460), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

 
 

Ditetapkan di Sukoharjo 
                                      pada tanggal   8 Mei  2017 
                     

BUPATI SUKOHARJO, 

 

        ttd 

  

 

  WARDOYO WIJAYA 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  8 Mei  2017 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 

           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2017 NOMOR 44 

 


